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 In practice, the criminal offense of defamation is still 

frequently resolved through the criminal justice 

system, which primarily emphasizes the imposition of 

punishment on the offender. In fact, defamation cases 

generally arise from conflicts between individuals that 

may be resolved through a restorative justice 

approach by prioritizing the restoration of the 

relationship between the victim and the offender. 

Therefore, the implementation of restorative justice is 

important to examine as a manifestation of the 

ultimum remedium principle, under which criminal 

law serves as the last resort in resolving criminal 

cases.This study aims to identify and analyze the legal 

framework governing the implementation of 

restorative justice in resolving defamation cases at the 

Bintan Timur Sector Police and to examine the 

obstacles encountered in implementing restorative 

justice as a form of the ultimum remedium principle. 

This research employs a normative-empirical legal 

research method. The normative legal research was 

conducted by examining statutory regulations, legal 

theories, and legal doctrines related to restorative 

justice, the ultimum remedium principle, and the 

criminal offense of defamation. Meanwhile, the 

empirical legal research was carried out through field 

research by collecting primary data directly from the 

Bintan Timur Sector Police as the research location to 

examine the implementation of restorative justice in 

the settlement of defamation cases. The results of this 

study indicate that the implementation of restorative 

justice in defamation cases at the Bintan Timur Sector 
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Police is carried out through mediation between the 

victim and the offender as a manifestation of the 

ultimum remedium principle. However, its 

implementation faces obstacles, particularly when one 

of the parties refuses to participate in mediation or 

when no mutual settlement agreement can be reached. 

To address these obstacles, the police adopt a 

persuasive approach by providing the parties with an 

understanding of the objectives and benefits of 

restorative justice. If these efforts are unsuccessful, the 

case proceeds through the formal criminal justice 

process in accordance with the applicable laws and 

regulations. 
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ABSTRAK 
Tindak pidana pencemaran nama baik dalam praktiknya masih sering diselesaikan 

melalui mekanisme peradilan pidana yang berorientasi pada pemberian sanksi terhadap 

pelaku. Padahal, perkara pencemaran nama baik pada dasarnya berkaitan dengan konflik 

antarindividu yang dapat diselesaikan melalui pendekatan restorative justice dengan 

mengutamakan pemulihan hubungan antara korban dan pelaku. Oleh karena itu, 

penerapan restorative justice menjadi penting dikaji sebagai bentuk penerapan prinsip 

ultimum remedium agar hukum pidana digunakan sebagai upaya terakhir dalam 

penyelesaian perkara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis 

pengaturan hukum terhadap penerapan restorative justice dalam penyelesaian tindak 

pidana pencemaran nama baik di Kepolisian Sektor Bintan Timur serta mengetahui 

hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan restorative justice sebagai bentuk penerapan 

prinsip ultimum remedium. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah metode penelitian hukum normatif empiris. Penelitian hukum normatif dilakukan 

dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan doktrin yang 

berkaitan dengan restorative justice, ultimum remedium, serta tindak pidana pencemaran 

nama baik. Sedangkan penelitian hukum empiris dilakukan melalui penelitian lapangan 

dengan memperoleh data secara langsung dari Kepolisian Sektor Bintan Timur sebagai 

lokasi penelitian untuk mengetahui bagaimana penerapan restorative justice dalam 

praktik penyelesaian perkara pencemaran nama baik. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa penerapan restorative justice terhadap tindak pidana pencemaran nama baik di 

Kepolisian Sektor Bintan Timur dilakukan melalui upaya mediasi antara korban dan 

pelaku sebagai bentuk penerapan prinsip ultimum remedium. Namun, dalam 

pelaksanaannya terdapat hambatan berupa adanya pihak yang tidak bersedia melakukan 

mediasi atau tidak tercapainya kesepakatan perdamaian. Upaya yang dilakukan kepolisian 

yaitu memberikan pendekatan secara persuasif dan pemahaman kepada para pihak 

mengenai tujuan restorative justice. Apabila upaya tersebut tidak berhasil, maka perkara 

dilanjutkan melalui proses peradilan pidana sesuai ketentuan hukum yang berlaku. 
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Kata Kunci: Restorative Justice, Tindak Pidana, dan Pencemaran Nama Baik. 

 

PENDAHULUAN  

Tindak pidana pencemaran nama 

baik merupakan salah satu 

permasalahan hukum yang semakin 

mendapat perhatian seiring dengan 

pesatnya perkembangan teknologi 

informasi dan komunikasi. 

Kemajuan teknologi telah 

mempermudah masyarakat dalam 

mengakses, memproduksi, dan 

menyebarluaskan informasi melalui 

berbagai media, baik media 

konvensional maupun media sosial. 

Kemudahan tersebut juga 

meningkatkan potensi terjadinya 

penyebaran informasi yang 

mengandung unsur pencemaran 

nama baik dan dapat merugikan 

kehormatan atau reputasi seseorang. 

Oleh karena itu, diperlukan 

pengaturan dan penegakan hukum 

yang mampu memberikan 

perlindungan terhadap hak atas 

kehormatan setiap orang tanpa 

mengabaikan perkembangan 

teknologi yang terus berlangsung. 

 

Kasus pencemaran nama baik 

merupakan suatu bentuk tindak 

pidana yang berdampak serius, tidak 

hanya pada aspek psikologis, tetapi 

juga sosial dan bahkan ekonomi 

korban. Penghinaan dan tuduhan 

yang tidak benar dapat menciptakan 

tekanan emosional yang mendalam, 

menghancurkan hubungan sosial, 

dan bahkan merugikan peluang 

ekonomi korban. Indonesia sebagai 

negara hukum yang menjunjung 

tinggi nilai-nilai demokrasi dan hak 

asasi manusia memiliki tanggung 

jawab konstitusional untuk menjamin 

perlindungan terhadap hak-hak 

fundamental warga negara, termasuk 

hak atas kehormatan dan nama baik. 

Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang 

Dasar 1945 menegaskan bahwa 

setiap orang berhak atas 

perlindungan diri pribadi, 

kehormatan, martabat, serta rasa 

aman dari ancaman ketakutan untuk 

berbuat atau tidak berbuat sesuatu 

yang merupakan hak asasi. 

 

Ketentuan ini menunjukkan bahwa 

kehormatan dan nama baik seseorang 

merupakan bagian dari hak asasi 

manusia yang wajib dilindungi oleh 

negara. Pasal 28F Undang-Undang 

Dasar 1945 memberikan jaminan 

kebebasan kepada setiap orang untuk 

berkomunikasi dan memperoleh serta 

menyampaikan informasi melalui 

berbagai saluran yang tersedia. 

Namun, kebebasan tersebut tidak 

bersifat absolut, melainkan harus 

dibatasi oleh penghormatan terhadap 

hak dan reputasi orang lain. 

Pengaturan mengenai tindak pidana 

penghinaan dan pencemaran nama 

baik dalam Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana, khususnya Pasal 433 

dan Pasal 434, merupakan bentuk 

implementasi perlindungan 

konstitusional terhadap kehormatan 

dan martabat manusia sebagaimana 

dijamin dalam Undang-Undang 

Dasar 1945.  

 

Pencemaran nama baik diatur dalam 

Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana, khususnya pada Pasal 433 

dan Pasal 434 yang mengatur 

mengenai penghinaan dan fitnah. 

Pasal 433 Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana menyatakan bahwa 

setiap orang yang dengan sengaja 

menyerang kehormatan atau nama 

baik orang lain dengan cara 



Tirsya Ei’s Nuryanti1, Fadlan2, Lia Fadjriani3, Christiani Prasetiasari4 | Analisis Yuridis Penerapan 

Restorative Justice Pada Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Sebagai Ultimum Remedium (Studi 

Penelitian Kepolisian Sektor Bintan Timur) | Zona Keadilan , 16 (1) April 2026 | Pages 43-60  | ISSN 

2087-7307  

 

 

Published by Research Institutions and Community Services in Batam University. 

 

 

 47 

menuduhkan suatu hal agar diketahui 

umum dapat dipidana. Selanjutnya, 

Pasal 434 Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana menegaskan bahwa 

apabila penghinaan tersebut 

dilakukan melalui tulisan, gambar, 

atau media elektronik yang disiarkan, 

dipertunjukkan, atau ditempelkan di 

muka umum, maka pelaku dapat 

dikenakan pidana dengan ancaman 

yang lebih berat.  

 

Pencemaran nama baik yang 

dilakukan melalui media elektronik 

terdapat dalam ketentuan Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2008 

tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik. Undang-Undang tersebut 

memberikan dasar hukum bagi 

penegakan pidana terhadap 

pencemaran nama baik melalui 

platform digital seperti media sosial, 

email, atau situs berita daring. Pasal 

27 ayat (3) Undang-Undang 

Informasi dan Transaksi Elektronik 

menegaskan bahwa setiap orang 

dilarang menyebarkan informasi 

yang ditujukan untuk merugikan 

kehormatan dan nama baik 

seseorang. 

 

Meskipun perangkat hukum seperti 

Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana dan Undang-Undang 

Informasi dan Transaksi Elektronik 

telah menyediakan ancaman sanksi 

pidana yang tegas bagi pelaku 

pencemaran nama baik, kebijakan 

kriminal di Indonesia mulai bergeser 

untuk tidak lagi mengedepankan 

pemidanaan secara kaku. Hal ini 

didasarkan pada karakteristik tindak 

pidana pencemaran nama baik yang 

merupakan delik aduan, di mana 

kepentingan hukum yang dilindungi 

berkaitan erat dengan martabat 

individu yang bersifat subjektif. Oleh 

karena itu, penegakan hukum dalam 

perkara ini mulai mengadopsi 

pendekatan yang lebih moderat 

dengan menempatkan hukum pidana 

sebagai sarana terakhir atau ultimum 

remedium, guna menghindari 

dampak buruk dari proses peradilan 

yang bersifat bertentangan. 

 

Selain pengaturan dalam peraturan 

perundang-undangan, dalam praktik 

penegakan hukum di Indonesia juga 

dikenal adanya mekanisme 

penyelesaian perkara pidana melalui 

pendekatan keadilan restoratif yang 

diakomodasi dalam Peraturan 

Kepolisian Negara Republik 

Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 

tentang Penanganan Tindak Pidana 

Berdasarkan Keadilan Restoratif. 

Peraturan ini memberikan 

kewenangan kepada penyidik untuk 

menyelesaikan perkara pidana 

tertentu di luar proses peradilan 

dengan mengedepankan pemulihan 

keadaan serta keseimbangan antara 

kepentingan korban, pelaku, dan 

masyarakat. Dalam ketentuan 

tersebut juga diatur bahwa penerapan 

keadilan restoratif harus memenuhi 

syarat formil dan materiil, antara lain 

adanya kesepakatan perdamaian 

antara para pihak serta tidak 

menimbulkan keresahan di 

masyarakat. 

 

Menurut Eva Achjani Zulfa dalam 

makalahnya yang berjudul “Konsep 

Dasar Restorative Justice”, keadilan 

restoratif dipahami sebagai suatu 

pendekatan dalam penyelesaian 

perkara pidana yang melibatkan 

pelaku, korban, keluarga dari 

masing-masing pihak, serta pihak 

terkait lainnya untuk bersama-sama 

mencari penyelesaian yang adil, 

dengan menitikberatkan pada upaya 
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pemulihan keadaan semula daripada 

pembalasan. Pendekatan ini 

memandang tindak pidana tidak 

hanya sebagai pelanggaran terhadap 

negara, tetapi juga sebagai konflik 

yang menimbulkan kerugian nyata 

bagi korban sehingga 

penyelesaiannya diarahkan pada 

upaya pemulihan serta perbaikan 

hubungan sosial yang terganggu. 

Dalam prosesnya, keterlibatan aktif 

para pihak menjadi hal yang utama 

melalui dialog dan musyawarah guna 

mencapai kesepakatan yang adil dan 

seimbang. 
 

Keadilan restoratif secara teoretis 

berakar pada pandangan bahwa 

kejahatan merupakan pelanggaran 

terhadap hubungan sosial, bukan 

semata-mata pelanggaran terhadap 

negara. Oleh karena itu, penyelesaian 

perkara pidana harus melibatkan 

pelaku, korban, dan masyarakat 

untuk bersama-sama mencari solusi 

yang adil dan berimbang. Namun 

demikian, dalam praktiknya 

penerapan pendekatan tersebut 

belum berjalan secara optimal, baik 

dari segi pemahaman aparat penegak 

hukum maupun konsistensi 

penerapannya. 

 

Fenomena yang melatarbelakangi 

penelitian ini muncul dari kenyataan 

bahwa dalam penyelesaian tindak 

pidana pencemaran nama baik masih 

cenderung dilakukan melalui 

mekanisme peradilan pidana dengan 

menitikberatkan pada pemberian 

sanksi kepada pelaku. Padahal, 

karakteristik perkara pencemaran 

nama baik pada umumnya 

merupakan konflik antarindividu, 

lebih tepat diselesaikan melalui 

pendekatan yang mengedepankan 

pemulihan hubungan antara para 

pihak. Kondisi ini menunjukkan 

bahwa hukum pidana belum 

sepenuhnya ditempatkan sebagai 

ultimum remedium, melainkan masih 

sering digunakan sebagai sarana 

utama dalam penyelesaian perkara. 

Penelitian ini difokuskan untuk 

menganalisis penerapan restorative 

justice dalam penyelesaian tindak 

pidana pencemaran nama baik 

sebagai bentuk penerapan asas 

ultimum remedium, serta mengkaji 

kesesuaiannya dengan ketentuan 

hukum yang berlaku guna 

mewujudkan kepastian hukum, 

keadilan, dan kemanfaatan. 

 

 

Rumusan Masalah  

1. Bagaimana Pengaturan Hukum 

terhadap Penerapan Restorative 

Justice Pada Tindak Pidana 

Pencemaran Nama Baik Sebagai 

Ultimum Remedium (Studi 

Penelitian Kepolisian Sektor 

Bintan Timur)?  
2. Bagaimana Implementasi, 

Faktor Kendala, dan Solusi 

terhadap Penerapan Restorative 

Justice Pada Tindak Pidana 

Pencemaran Nama Baik Sebagai 

Ultimum Remedium (Studi 

Penelitian Kepolisian Sektor 

Bintan Timur)? 

 

METODOLOGI 

Pendekatan Penelitian ((Times 

New Roman, 12, bold)  

Dalam penulisan skripsi ini penulis 

menggunakan metode penelitian 

hukum empiris, peneliti lakukan di 

Kepolisian Sektor Bintan Timur serta 

didukung dengan metode penelitian 

hukum normatif yang peneliti 

lakukan dengan studi 
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dokumen/kepustakaan dan juga 

wawancara. Analisis penelitian ini 

menggunakan metode kualitatif yang 

bersifat deskriptif karena akan 

menggambarkan keadaan subjek 

dan/atau objek penelitian yang 

meliputi instansi pemerintah dan/atau 

masyarakat dengan kerangka teori, 

serta menarik kesimpulan 

berdasarkan pola yang muncul. 

 

Sumber Data Dan Alat 

Pengumpulan Data  

Sumber data dalam penelitian ini 

adalah data primer dan data 

sekunder. Data primer yang 

bersumber dari hasil wawancara di 

Kepolisian Sektor Bintan Timur. 

Pengumpulan data sekunder 

dilakukan melalui penelitian 

kepustakaan dengan cara mengkaji 

buku-buku,  jurnal,  hasil  penelitian,  

konvensi  dan peraturan perundang-

undangan serta melalui media 

internet berkenaan dengan hal yang 

berhubungan dengan permasalahan 

penelitian. 

 

Data primer diperoleh dengan 

melakukan Penelitian lapangan 

dengan cara mewawancarai pihak 

informan dan responden yang 

berkaitan dengan objek penelitian 

ini. Adapun yang menjadi informan 

dan responden ialah Kepala Unit 

Reserse Kriminl Kepolisian Bintan 

Timur. 

 

Analisis Data  

Data yang telah diperoleh tersebut, 

baik data primer dari penelitian 

lapangan, maupun data sekunder 

yang diperoleh dari penelitian 

kepustakaan digeneralisikan yang 

selanjutnya dianalisis secara 

kualitatif. Analisis data ini sebagai 

upaya mencari dan menata data 

secara sistematis untuk 

meningkatkan pemahaman peneliti 

tentang masalah yang diteliti dan 

menyajikannya sebagai suatu temuan 

penelitian. (Idham, 2014). 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Analisis permasalahan merupakan 

kegiatan yang dilakukan untuk 

mencari solusi atau jalan keluar 

terhadap suatu permasalahan yang 

diteliti dan menjelaskan kaidah-

kaidah terhadap suatu masalah 

tersebut. Analisis permasalahan 

digunakan untuk melatih seseorang 

dalam memecahkan sebuah kasus 

sehingga didapat solusi dan jalan 

keluar terkait permasalahan yang 

akan di bahas. Didalam analisis 

penulis dapat memaparkan pendapat 

serta solusi atas permasalahan yang 

akan dibahas. Terhadap analisis 

tersebut maka akan timbul sebuah 

kesimpulan yang mana dari 

kesimpulan tersebut akan didapat 

saran yang nantinya berguna agar 

permasalahan yang ada tidak terjadi 

lagi.  

 

Pada grand theory penulis 

menggunakan teori keadilan John 

Rawls, Teori keadilan Rawls 

menekankan bahwa keadilan 

merupakan suatu prinsip yang harus 

memberikan hak dan kesempatan 

yang sama kepada setiap orang serta 

memberikan perlakuan yang adil 

terhadap pihak-pihak yang 

berkepentingan. Dalam penyelesaian 

suatu perkara, keadilan tidak hanya 

berkaitan dengan pemberian sanksi 

kepada pelaku, tetapi juga harus 

memperhatikan kepentingan dan hak 
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korban serta terciptanya penyelesaian 

yang adil. Pada middle theory 

penulis menggunakan  teori 

restorative justice Howard Zehr. 

Teori restorative justice memandang 

tindak pidana sebagai suatu 

perbuatan yang menimbulkan 

kerugian terhadap korban, pelaku, 

dan hubungan sosial. Oleh karena 

itu, penyelesaian perkara tidak hanya 

berorientasi pada penghukuman 

pelaku, tetapi juga pada pemulihan 

kerugian, pertanggungjawaban 

pelaku, serta penyelesaian melalui 

dialog dan musyawarah antara pihak-

pihak yang terlibat.  Selanjutnya, 

applied theory  penulis menggunakan 

penulis menggunakan teori sistem 

hukum Lawrence M. Friedman. 

Friedman menjelaskan bahwa 

keberhasilan penegakan hukum 

dipengaruhi oleh tiga unsur, yaitu 

struktur hukum, substansi hukum, 

dan budaya hukum. Ketiga unsur 

tersebut saling berkaitan dalam 

menentukan bagaimana hukum dapat 

diterapkan dalam praktik hakikatnya 

dapat dipercaya, mampu bertindak 

dengan penuh tanggung jawab, 

memiliki integritas dan kejujuran 

terhadap pihak lain yang di 

kemukakan oleh Stewardship.  

 

Tindak pidana pencemaran nama 

baik tidak hanya berkaitan dengan 

pelanggaran terhadap ketentuan 

hukum pidana, tetapi juga dapat 

menimbulkan konflik antara korban 

dan pelaku yang menyangkut 

kehormatan, nama baik, dan 

hubungan sosial. Oleh karena itu, 

penerapan restorative justice dapat 

menjadi salah satu pendekatan dalam 

menyelesaikan perkara dengan 

mengutamakan pemulihan dan 

perdamaian para pihak sebelum 

perkara dilanjutkan melalui proses 

peradilan pidana.Berdasarkan hal 

tersebut, penulis akan menjelaskan 

lebih lanjut mengenai pengaturan 

hukum dan penerapan restorative 

justice pada tindak pidana 

pencemaran nama baik sebagai 

ultimum remedium, termasuk 

kendala yang dihadapi dalam 

pelaksanaannya serta upaya yang 

dilakukan oleh Kepolisian Sektor 

Bintan Timur dalam menyelesaikan 

perkara tersebut. 

 

1. Pengaturan Hukum Terhadap 

Penerapan Restorative Justice Pada 

Tindak Pidana Pencemaran Nama 

Baik Sebagai Ultimum Remedium 

(Studi Penelitian Kepolisian 

Sektor Bintan Timur). 

Penerapan restorative justice dalam 

sistem peradilan pidana Indonesia 

merupakan bentuk pembaruan 

hukum pidana yang berkembang 

sebagai respons terhadap sistem 

pemidanaan yang lebih berorientasi 

pada penghukuman pelaku. 

Pendekatan ini menempatkan tindak 

pidana tidak hanya sebagai 

pelanggaran terhadap negara, tetapi 

juga sebagai perbuatan yang 

menimbulkan kerugian bagi korban 

dan mengganggu hubungan sosial 

dalam masyarakat. Oleh karena itu, 

restorative justice mengutamakan 

keterlibatan pelaku, korban, 

keluarga, dan masyarakat untuk 

mencari penyelesaian yang adil 

melalui perdamaian serta pemulihan 

keadaan. 

 

Pengaturan mengenai restorative 

justice secara khusus terdapat dalam 

Peraturan Kepolisian Negara 

Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 

2021 tentang Penanganan Tindak 

Pidana Berdasarkan Keadilan 

Restoratif. Pasal 1 angka 3 peraturan 
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tersebut menjelaskan bahwa keadilan 

restoratif merupakan penyelesaian 

tindak pidana dengan melibatkan 

pelaku, korban, keluarga, tokoh 

masyarakat, tokoh agama, tokoh 

adat, atau pemangku kepentingan 

lainnya untuk bersama-sama mencari 

penyelesaian yang adil melalui 

perdamaian dengan menekankan 

pemulihan kembali pada keadaan 

semula dan bukan pembalasan. 

Penerapannya tetap harus memenuhi 

persyaratan formil dan materiil yang 

telah ditentukan. 

 

Persyaratan formil meliputi adanya 

perdamaian antara pelaku dan korban 

yang dibuktikan melalui surat 

kesepakatan perdamaian serta 

terpenuhinya hak-hak korban. 

Sementara itu, persyaratan materiil 

meliputi perkara tidak menimbulkan 

keresahan atau penolakan 

masyarakat, tidak menimbulkan 

konflik sosial, bukan tindak pidana 

yang mengancam keamanan negara, 

serta bukan tindak pidana yang 

dilakukan secara berulang 

berdasarkan putusan pengadilan yang 

telah berkekuatan hukum tetap. 

Dengan demikian, restorative justice 

tidak dapat diterapkan secara bebas, 

melainkan tetap dibatasi oleh 

ketentuan hukum. 

 

Nilai-nilai restorative justice juga 

tercermin dalam Pasal 51 Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2023 

tentang Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana yang mengatur tujuan 

pemidanaan. Ketentuan tersebut 

tidak hanya menekankan pencegahan 

tindak pidana dan pembinaan 

terpidana, tetapi juga penyelesaian 

konflik, pemulihan keseimbangan, 

serta terciptanya rasa aman dan 

damai dalam masyarakat. Hal ini 

menunjukkan bahwa sistem 

pemidanaan nasional mulai bergeser 

dari orientasi pembalasan menuju 

pendekatan yang mempertimbangkan 

kepentingan korban, pelaku, dan 

masyarakat. 

 

Pengaturan yang lebih khusus juga 

terdapat dalam Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab 

Undang-Undang Hukum Acara 

Pidana. Pasal 1 angka 21 

menjelaskan restorative justice 

sebagai pendekatan penyelesaian 

perkara pidana yang melibatkan 

korban, keluarga korban, tersangka, 

keluarga tersangka, terdakwa, 

keluarga terdakwa, dan/atau pihak 

terkait untuk mencari penyelesaian 

yang adil dengan menekankan 

pemulihan keadaan. Mekanisme 

tersebut diatur lebih lanjut dalam 

Pasal 79 sampai dengan Pasal 82 

melalui bentuk pemulihan seperti 

perdamaian, pengembalian barang, 

penggantian biaya, pemberian ganti 

kerugian, dan perbaikan kerusakan 

yang ditimbulkan akibat tindak 

pidana. 

 

Dibandingkan dengan Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana 

lama, Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2023 tentang Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana 

menunjukkan perubahan paradigma 

pemidanaan. Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana lama lebih 

menitikberatkan pada pemberian 

sanksi sebagai akibat terpenuhinya 

unsur tindak pidana, sedangkan 

Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana baru juga mengarahkan 

pemidanaan untuk menyelesaikan 

konflik, memulihkan keseimbangan, 

melindungi korban, dan menciptakan 

ketertiban serta kedamaian dalam 
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masyarakat. Meskipun demikian, 

penerapan restorative justice tetap 

tidak menghapuskan kewajiban 

aparat penegak hukum untuk 

melakukan pemeriksaan dan 

pembuktian terhadap suatu perkara 

berdasarkan alat bukti yang sah. 

 

Tindak pidana pencemaran nama 

baik memiliki relevansi dengan 

penerapan restorative justice karena 

sering kali berawal dari konflik atau 

perselisihan antarindividu. Tindak 

pidana tersebut diatur dalam Pasal 

433 dan Pasal 434 Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana 

serta Pasal 27 ayat (3) Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2024 

tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik untuk perbuatan yang 

dilakukan melalui sistem elektronik. 

Oleh karena itu, penyelesaian 

melalui pendekatan restoratif dapat 

diterapkan sepanjang perkara 

memenuhi persyaratan hukum dan 

para pihak bersedia menyelesaikan 

konflik melalui perdamaian. 

 

Dalam kaitannya dengan asas 

ultimum remedium, penerapan 

restorative justice memberikan 

kesempatan kepada para pihak untuk 

menyelesaikan perkara secara damai 

sebelum dilanjutkan melalui proses 

peradilan pidana. Pendekatan 

tersebut tidak menghilangkan 

pertanggungjawaban pidana pelaku, 

tetapi menempatkan proses 

pemidanaan sebagai langkah terakhir 

apabila perdamaian tidak tercapai 

atau persyaratan penerapan keadilan 

restoratif tidak terpenuhi. Dengan 

demikian, penerapan restorative 

justice pada tindak pidana 

pencemaran nama baik merupakan 

bentuk penyelesaian yang 

mengutamakan keadilan, 

kemanfaatan, pemulihan hubungan, 

dan kepastian hukum. 

 

2. Implementasi, Faktor Kendala, 

dan Solusi Penerapan 

Restorative Justice Pada Tindak 

Pidana Pencemaran Nama Baik 

Sebagai Ultimum Remedium 

(Studi Penelitian Kepolisian 

Sektor Bintan Timur). 

 

Berdasarkan hasil wawancara 

penulis dengan penyidik di 

Kepolisian Sektor Bintan Timur, 

penerapan restorative justice dalam 

penanganan tindak pidana 

pencemaran nama baik telah 

dilaksanakan sebagai salah satu 

upaya penyelesaian perkara melalui 

musyawarah antara pelapor dan 

terlapor. Penyidik tidak langsung 

mengarahkan setiap perkara pada 

proses peradilan pidana, tetapi 

terlebih dahulu menilai kemungkinan 

penyelesaian melalui keadilan 

restoratif dengan memperhatikan 

persyaratan dalam Peraturan 

Kepolisian Negara Republik 

Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 

tentang Penanganan Tindak Pidana 

Berdasarkan Keadilan Restoratif. 

 

Penyidik berperan sebagai fasilitator 

yang mempertemukan pelapor dan 

terlapor melalui proses mediasi. Para 

pihak diberikan kesempatan untuk 

menjelaskan permasalahan, 

menyampaikan kerugian yang 

dialami, serta mencari penyelesaian 

yang dapat diterima bersama. 

Apabila mediasi menghasilkan 

kesepakatan, maka perdamaian 

dituangkan dalam surat kesepakatan 

perdamaian sebagai salah satu 

bentuk pemenuhan persyaratan 

penerapan restorative justice. 
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Penerapan tersebut menunjukkan 

bahwa penyidik tidak hanya 

menjalankan fungsi penegakan 

hukum secara represif, tetapi juga 

memberikan ruang bagi para pihak 

untuk menyelesaikan konflik secara 

damai.Sertifikat Hak Atas Tanah asli 

yang akan dibebani Hak 

Tanggungan; 

 

Pelaksanaan tersebut sejalan dengan 

teori Howard Zehr yang memandang 

tindak pidana sebagai perbuatan 

yang menimbulkan kerugian 

terhadap korban dan hubungan 

sosial, sehingga penyelesaiannya 

perlu diarahkan pada pemulihan. Hal 

ini juga sesuai dengan teori Tony F. 

Marshall yang menekankan 

keterlibatan aktif pelaku, korban, dan 

pihak terkait dalam menyelesaikan 

perkara. Dengan demikian, 

penyelesaian melalui mediasi tidak 

hanya ditentukan oleh aparat 

penegak hukum, tetapi juga 

bergantung pada kesediaan para 

pihak untuk berpartisipasi dalam 

mencapai perdamaian. 

 

Berdasarkan hasil penelitian, 

penerapan restorative justice tidak 

selalu berjalan sesuai dengan tujuan 

yang diharapkan. Kendala utama 

yang ditemukan adalah tidak 

tercapainya kesepakatan antara 

pelapor dan terlapor. Dalam 

beberapa keadaan, meskipun mediasi 

telah dilakukan, salah satu pihak 

tetap menolak untuk berdamai. 

Penyidik tidak dapat memaksakan 

perdamaian karena mekanisme 

keadilan restoratif harus didasarkan 

pada kehendak dan persetujuan para 

pihak. Selain itu, perbedaan 

kepentingan antara pelapor dan 

terlapor juga dapat menyebabkan 

proses komunikasi dalam mediasi 

tidak berjalan secara efektif. 

 

Kendala lainnya berkaitan dengan 

kebutuhan pembuktian lebih lanjut 

apabila proses perdamaian tidak 

berhasil. Penyidik tetap 

berkewajiban memastikan apakah 

perbuatan yang dilaporkan 

memenuhi unsur tindak pidana 

berdasarkan alat bukti yang sah. 

Dalam perkara pencemaran nama 

baik, pemeriksaan dapat dilakukan 

terhadap dokumen elektronik, 

tangkapan layar, percakapan 

elektronik, serta alat bukti lain yang 

berkaitan dengan perkara. Penyidik 

juga dapat meminta keterangan ahli 

bahasa untuk menilai makna, 

konteks, dan tujuan dari pernyataan 

yang dipermasalahkan. 

 

Upaya yang dilakukan Kepolisian 

Sektor Bintan Timur dalam 

menghadapi kendala tersebut adalah 

dengan tetap menggunakan 

pendekatan persuasif dan 

komunikatif. Penyidik memberikan 

pemahaman kepada pelapor dan 

terlapor mengenai tujuan serta 

manfaat penyelesaian perkara 

melalui restorative justice. 

Pendekatan ini dilakukan tanpa 

memaksakan hasil perdamaian, 

karena para pihak tetap memiliki 

kebebasan untuk menentukan 

penyelesaian yang dianggap sesuai. 

Dengan demikian, penyidik berperan 

sebagai fasilitator yang menjaga agar 

proses mediasi berlangsung secara 

seimbang dan berdasarkan kehendak 

para pihak. 

 

Apabila pendekatan persuasif dan 

mediasi tetap tidak menghasilkan 

kesepakatan, penyidik melanjutkan 

proses penegakan hukum sesuai 
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dengan ketentuan hukum acara 

pidana. Tahapan tersebut meliputi 

pemeriksaan alat bukti, pemeriksaan 

pihak terkait, permintaan keterangan 

ahli bahasa, serta gelar perkara untuk 

menentukan apakah terdapat 

kecukupan alat bukti dan 

terpenuhinya unsur tindak pidana. 

Apabila hasil pemeriksaan 

menunjukkan adanya dugaan tindak 

pidana yang didukung alat bukti 

yang cukup, maka perkara 

dilanjutkan melalui proses 

penyidikan. 

 

Menurut analisis penulis, penerapan 

restorative justice di Kepolisian 

Sektor Bintan Timur telah 

menunjukkan adanya keseimbangan 

antara pendekatan pemulihan dan 

prinsip kepastian hukum. Penyidik 

terlebih dahulu memberikan 

kesempatan kepada para pihak untuk 

menyelesaikan perkara melalui 

perdamaian sebagai bentuk 

penerapan asas ultimum remedium. 

Namun, apabila perdamaian tidak 

tercapai, proses hukum tetap 

dilanjutkan untuk memberikan 

perlindungan kepada korban dan 

memastikan adanya 

pertanggungjawaban berdasarkan 

hukum yang berlaku. Hal ini sesuai 

dengan teori Daniel W. Van Ness 

yang menekankan pentingnya 

keseimbangan antara kepentingan 

korban, pelaku, dan masyarakat 

dalam penyelesaian perkara pidana. 

 

Implementasi restorative justice pada 

tindak pidana pencemaran nama baik 

di Kepolisian Sektor Bintan Timur 

dilaksanakan melalui dua 

pendekatan, yaitu pendekatan 

restoratif melalui mediasi dan 

pendekatan penegakan hukum 

melalui proses penyidikan apabila 

perdamaian tidak tercapai. Penerapan 

tersebut menunjukkan bahwa 

restorative justice tidak 

menggantikan sistem peradilan 

pidana, melainkan menjadi 

mekanisme penyelesaian awal yang 

mengutamakan pemulihan sebelum 

proses pidana digunakan sebagai 

langkah terakhir. 

 

KESIMPULAN  

Dari penelitian tersebut, peneliti 

menarik beberapa poin kesimpulan 

yaitu: 

1. Pengaturan hukum mengenai 

penerapan restorative justice 

dalam penyelesaian tindak pidana 

pencemaran nama baik telah 

memiliki dasar hukum melalui 

Pasal 51 Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 2023 tentang Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana, 

Pasal 1 angka 21 dan Pasal 79 

sampai dengan Pasal 82 Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2025 

tentang Kitab Undang-Undang 

Hukum Acara Pidana, serta Pasal 

1 angka 3 dan Pasal 3 sampai 

dengan Pasal 6 Peraturan 

Kepolisian Negara Republik 

Indonesia Nomor 8 Tahun 2021. 

Ketentuan tersebut mengatur 

penyelesaian konflik, pemulihan, 

serta persyaratan penerapan 

keadilan restoratif sehingga 

hukum pidana dapat ditempatkan 

sebagai upaya terakhir apabila 

perdamaian tidak tercapai. 
2. Implementasi restorative justice pada 

tindak pidana pencemaran nama baik 

di Kepolisian Sektor Bintan Timur 

dilakukan melalui mediasi dengan 

penyidik sebagai fasilitator. Apabila 

para pihak mencapai perdamaian, 

perkara dapat diselesaikan secara 

restoratif. Namun, apabila salah satu 

pihak menolak berdamai, penyidik 
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melakukan pendekatan persuasif dan, 

jika tetap tidak berhasil, melanjutkan 

proses hukum melalui pemeriksaan 

alat bukti, ahli bahasa, dan tahapan 

penyidikan lainnya. Hal ini 

menunjukkan bahwa restorative 

justice menjadi upaya awal sebelum 

hukum pidana digunakan sebagai 

sarana terakhir. 

 

SARAN 

1. Berdasarkan hasil penelitian, 

penulis menyarankan agar 

penyidik Kepolisian Sektor 

Bintan Timur menerapkan 

restorative justice sesuai dengan 

Peraturan Kepolisian Negara 

Republik Indonesia Nomor 8 

Tahun 2021, Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana, 

dan peraturan perundang-

undangan yang berlaku dengan 

memperhatikan syarat formil serta 

materiil secara cermat, sehingga 

penyelesaian perkara dapat 

memberikan kepastian hukum, 

keadilan, dan kemanfaatan bagi 

para pihak. 

2. Berdasarkan hasil penelitian 

mengenai implementasi 

penerapan restorative justice, 

penulis menyarankan agar 

penyidik terus mengoptimalkan 

proses mediasi melalui 

pendekatan yang persuasif dan 

komunikatif sehingga peluang 

tercapainya kesepakatan 

perdamaian semakin besar. 

Apabila mediasi tidak berhasil, 

proses penyidikan hendaknya 

tetap dilaksanakan sesuai dengan 

ketentuan Kitab Undang-Undang 

Hukum Acara Pidana dan 

peraturan perundang-undangan 

yang berlaku sehingga penegakan 

hukum tetap berjalan secara 

profesional serta tetap 

mencerminkan asas ultimum 

remedium dalam penyelesaian 

tindak pidana pencemaran nama 

baik. 
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